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BAB IV 

PEMBAHASAN 

 

4.1 Kewajiban Perpajakan dan Permasalahan Pemotongan PPh Pasal 23 Yayasan NSM 

Tahun 2017 

 Yayasan NSM merupakan sebuah lembaga yang bergerak dalam bidang pendidikan. 

Yayasan NSM selama ini telah terdaftar sebagai Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak 

Pratama Semarang Barat dan merupakan salah satu klien dari Kantor Konsultan Pajak Heri 

Sutrisno. Berikut ini merupakan laporan keuangan Yayasan NSM untuk tahun 2017. 

Tabel 4.1 

Laporan Laba Rugi 

Yayasan NSM 

Tahun 2017 

Penghasilan  
 

 Rp 8,950,750,540  

 Biaya Operasional :  
  

 Biaya ATK   Rp 145,688,100  
 

 Biaya Gaji   Rp 551,620,750  
 

 Biaya Pemeliharaan & Perawatan   Rp 379,150,000  
 

 Biaya Perjalanan dinas dan seminar   Rp    75,682,500  
 

 Beasiswa   Rp 100,000,000  
 

 Biaya Iklan   Rp    54,997,250  
 

 Biaya Administrasi   Rp 167,843,500 
 

 Royalti   Rp    80,957,667  
 

 Biaya Bunga   Rp    66,823,412  
 

 Biaya Penyusutan   Rp    89,215,644  
 

  
 Rp (1,711,978,823) 

 Laba Bersih  
 

 Rp 7,238,771,717  

Sumber : Data Diolah, 2019. 

Berdasarkan laporan laba rugi yang ditampilkan di atas diketahui bahwa selama tahun 

2017 Yayasan NSM memperoleh laba bersih atau laba kena pajak sebesar Rp 7,238,771,717. 
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Oleh karena itu maka penghitungan PPh badan yang harus dibayarkan oleh Yayasan NSM 

untuk tahun pajak 2017 dapat diuraikan sebagai berikut : 

a. Peredaran Bruto : Rp 8,950,750,540 

b. Laba Kena Pajak : Rp 7,238,771,717 

c. PPh Badan  : 

Fasilitas : 

4.800.000.000

8,950,750,540
𝑋 7,238,771,717 =  3,881,920,749 𝑋 12.5% = Rp 485,240,094    

 Tidak Fasilitas : (7,238,771,717 -  3,881,920,749) X 25% =  Rp839,212,742 

 PPh Terutang  : Rp485,240,094 +  Rp839,212,742 =  Rp1,324,452,836 

d. Kredit Pajak  : PPh Pasal 25  =  Rp 889,750,000 

   PPh Pasal 21   =   Rp 165,477,381  -  

e. PPh Pasal 29     =  Rp269,225,455 

 

 Berdasarkan hasil penghitungan di atas maka dapat diketahui bahwa PPh badan tahun 

2017 milik Yayasan NSM yaitu sebesar Rp 1,324,452,836kemudian dikurangi dengan kredit 

pajak PPh Pasal 25 sebesar Rp 889,750,000 dan PPh Pasal 21 atas gaji karyawan sebesar Rp 

165,477,381 maka PPh badan kurang bayar (PPh Pasal 29) yaitu sebesar Rp 269,225,455.  

  Dalam hal ini Yayasan NSM telah menyetorkan PPh badan kurang bayar sebesar Rp 

269,225,455 dengan mengisi Surat Setoran Pajak (SSP) secara online melalui aplikasi e-

billing. Kemudian melaporkan SPT Tahunan PPh Badan dengan menggunakan Formulir SPT 

1771 dengan melampirkan laporan keuangan. Yayasan NSM telah membayar dan 

melaporkan pajak dengan tepat waktu. 

 Pada Januari 2017 Yayasan NSM membeli hak cipta buku dari salah seorang penulis. 

Atas buku tersebut, Yayasan NSM membayarkan royalti yang diangsur selama lima bulan 

dari Januari-Mei 2017. Namun atas transaksi tersebut Yayasan NSM belum melakukan 
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pemotongan PPh Pasal 23 atas royalti. Dengan demikian Yayasan NSM juga tidak membayar 

dan melaporkan PPh Pasal 23 sehingga Yayasan NSM memperoleh Surat Tagihan Pajak dari 

Kantor Pelayan Pajak Pratama Semarang Barat pada tanggal 17 Januari 2018. 

 Berdasarkan laporan laba rugi Yayasan NSM tahun 2017 yang ditampilkan dalam 

Tabel 4.1 sebelumnya, diketahui bahwa royalti yang dibayarkan Yayasan NSM adalah 

sebesar Rp 80,957,667. Pembayaran royalti tersebut diangsur selama lima kali dengan rincian 

sebagai berikut : 

Januari 2017 : Rp 23,824,000 

Februari 2017 : Rp 20,723,889 

Maret 2017 : Rp 18,465,000 

April 2017 : Rp 13,275,000 

Mei 2017 : Rp 4,669,778 

Dengan demikian maka penghitungan PPh Pasal 23 atas royalti yang seharusnya dipotong 

Yayasan NSM adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.2 Penghitungan PPh 23 Atas Royalti 

Masa Pajak Pembayaran Royalti PPh Pasal 23 

(15% x Pembayaran) 

Januari 23,824,000 3,573,600 

Februari 20,723,889 3,108,583 

Maret 18,465,000 2,769,750 

April 13,275,000 1,991,250 

Mei 4,669,778 700,467 

Total 80,957,667 12,143,650 

Sumber : Data Diolah, 2019. 

 Sebagai pemotong pajak, Yayasan NSM seharusnya melakukan pemotongan PPh 23 

atas royalti yang dibayarkan kepada penulis buku setiap bulan. PPh 23 dihitung sebesar 15% 

dari jumlah pembayaran yang diangsur setiap bulan. Kemudian setiap bulan Yayasan NSM 

seharusnya melakukan pembayaran PPh Pasal 23 tersebut dan melakukan pelaporan pajak 

menggunakan SPT Masa PPh Pasal 23. 
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 Dalam hal ini Yayasan NSM tidak melakukan kewajibannya sebagai pemotong pajak, 

maka pada tanggal 17 Januari 2018 Kantor Pelayan Pajak Pratama Semarang Barat 

menerbitkan Surat Tagihan Pajak. Adapun Surat Tagihan Pajak tersebut memuat sanksi yang 

harus dibayarkan oleh Yayasan NSM karena tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. 

Penghitungan sanksi yang harus ditanggung Yayasan NSM adalah sebagai berikut : 

   Tabel 4.3 Sanksi yang Harus Dibayar Yayasan NSM 

1 2 3 4 5 6 7 

Masa 

Pajak 

PPh Pasal 23 

Terutang 
Bunga 

Lama 

Keterlambatan 

Total Bunga 

(2x3x4) 
Denda 

Total 

Sanksi 

(5+6) 

Januari 

2017 
3,573,600 2% 12 bulan 

857,664 
100.000 

957,664 

Februari 

2017 
3,108,583 2% 11 bulan 

683,888 
100.000 

783,888 

Maret 

2017 
2,769,750 2% 10 bulan 

553,950 
100.000 

653,950 

April 2017 1,991,250 2% 9 bulan 
358,425 

100.000 
458,425 

Mei 

2017 
700,467 2% 8 bulan 

112,075 
100.000 

212,075 

Sumber : Data Diolah, 2019. 

 Yayasan NSM dikenakan sanksi berupa bunga sebesar 2% karena terlambat 

membayarkan PPh Pasal 23. Kemudian dikalibanyaknya bulan keterlambatan yang dihitung 

dari tanggal PPh 23 tersebut terutang sampai dengan tanggal penerbitan Surat Tagihan Pajak 

oleh DJP yaitu 17 Januari 2018. Selain itu Yayasan NSM juga dikenakan denda sebesar Rp 

100.000 karena terlambat melaporkan SPT Masa PPh Pasal 23 yang seharusnya dilaporkan 

setiap masa pajak. Oleh karena itu total sanksi pajak yang harus dibayarkan oleh Yayasan 

NSM adalah sebesar Rp 3,066,002. 
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4.2 Penyelesaian Atas Permasalahan Pemotongan PPh Pasal 23 Yayasan NSM 

 Langkah penyelesaian yang dapat dilakukan oleh Yayasan NSM adalah dengan 

melakukan pemotongan PPh Pasal 23 atas royalti dan melakukan pembayaran pajak sebesar 

Rp 12,143,650 dengan mengisi Surat Setoran Pajak (SSP) secara online melalui aplikasi e-

billing menggunakan Kode Akun Pajak (KAP) 411124 yang diperuntukkan bagi jenis pajak 

PPh Pasal 23 dan memilih Kode Jenis Setoran (KJS) 103 untuk pembayaran jenis pajak 

royalti dengan jumlah sebesar Rp 12,143,650. Selanjutnya Yayasan NSM harus melakukan 

pelaporan dengan menggunakan SPT Masa PPh 23 untuk masa pajak Januari-Mei 2017. 

 Selain itu Yayasan NSM juga masih memiliki kewajiban untuk membayar dan 

melunasi sanksi perpajakan berupa bunga dan denda yang dikenakan dengan total sebesar Rp 

3,066,002. Dengan membayar sanksi tersebut maka Yayasan NSM telah melaksanakan 

kewajiban perpajakannya dengan tuntas dan selanjutnya tidak timbul sanksi perpajakan 

lainnya di kemudian hari.  

 

 

 

  


